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PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH

Oleh :
ISRA MUKSIN™

Abstrak

Dewasa ini perbincangan tentang otonomi yang diterapkan dalam sistem
pemerintahan daerah di Indonesia masih harus berlangsung dan mendapat
perhatian yang serius. Salah satu segi yang menjadi perhatian utama adalah
peletakan titik berat otonomi pada Kabupaten dan Kota.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri
atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pada pasal ayat 1 UU Nomor 33
tahun 2004 menyatakan bahwa ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi
daerah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Maksudnya yaitu sumber-
sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi salah satunya
adalah melalui pendapatan asli daerah (PAD), maka daerah berhak mengadakan
kewenangan dalam hubungan dengan memperoleh penerimaan bagi
pembangunan daerah khususnya melalui penerimaan dari pendapatan asli
daerah tersebut, dimana pajak daerah dan retribusi daerah ada di dalamnya.
Kata Kunci: Pengelolaan, PAD

A. Pendahuluan
Dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, maka permasalahan yang terutama
adalah ketersediaan dana yang memadai, karena segala proses pembangunan yang
akan dilakukan memerlukan pembiayaan. Untuk itu daerah oleh Undang-undang ini
diberi kewenangan untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka memperoleh
sumber-sumber pembiayaan sehingga pembangunan dapat dilaksanakan di daerah
yang bersangkutan.

Hal ini sebagaimana di uraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004, khususnya pada point 6 tentang Keuangan Daerah bahwa

" Dosen llmu Pemerintahan, Universitas Bumi Hijrah, Tidore
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Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan daerah yang antara lain
berupa : kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan
pemerintah yang di sahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak
dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber
daya nasional yang berada di daerah dan sumber perimbangan lainnya.

Karena itu dalam rangka perimbangan Keuangan Antara Pemerinah Pusat dan
Pemerintah Daerah, pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ditegaskan
bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari :

1. Pajak daerah

2. Retribusi daerah

3. Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Sejalan dengan itu penyelenggaraan pemerintah daerah di dukung dengan
adanya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah dijelaskan lebih lanjut oleh
Riwu Kaho (1988 : 252) menjelaskan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah yang
benar-benar sehat akan tercapai bila sumber utama keuangan daerah berasal dari
Pendapatan Asli Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendapatan, pengelola keuangan dan
Aset Daerah adalah salah satu instansi pelaksana di bidang pengelolaan pendapatan
dan asset daerah memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan langsung dengan upaya
daerah dalam menggali dan meningkatkan sumber pendapatan daerah, terutama
pemasukan yang berasal dari PAD. Selain itu, dinas ini bertugas sebagai koordinator

pengelolaan pendapatan dan asset daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa Dinas
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Pendapatan, pengelola keuangan dan Aset Daerah merupakan ujung tombak
pelaksana otonomi daerah dalam mengurus dan mengatur keuangan daerah,
dikatakan demikian karena pemberian kewenangan dalam pengelolaan pajak dan
retribusi daerah kepada Dinas Pendapatan, pengelola keuangan dan Asetsuatu
Daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan serta optimalisasi capaian PAD

khususnya yang berasal dari retribusi daerah.

B. Pembahasan

Dalam upaya memecahkan permasalahan kemampuan Aparatur Dinas Pendapatan,
pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam pengelola
sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, maka dimensi teoritis yang merupakan titik
tolak berfikir yang dapat memberikan fondasi dan pedoman yang bersifat teoritis
seharusnya diuraikan terhadahulu. Terkadang Aplikasi dilapangan suka berbeda
antara aspek teoritis dengan praktek yang sangat dipengaruhi dengan keadaan.
Namun apabila dalam praktek tersebut memiliki landasan teori yang kuat dapat
membawa keteraturan, kesederhanaan dan mekanisme yang jelas dalam mencapai
tujuan. Untuk itu landasan teori yang ada relevannya dengan masalah merupakan
hal yang pokok untuk mempertemukan jalan terbaik dalam memecahkan masalah

sebuah penelitian ilmiah.

Untuk itu, dalam bab ini penulis akan menguraikan secara teoritis pendapat
para ahli yang dinilai erat kaitannya dengan masalah kemampuan Aparatur Dinas
Pendapatan, pengelola keuangan dan Aset daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam
pengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Akan tetapi, sebelum diuraikan

secara terperinci faktor-faktor tersebut, kiranya perlu digambarkan bahwa dalam
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kaitannya dengan penelitian ini, penulis berlandaskan pemikiran pada pendapat
Lewless (dalam Niga, 1999 : 15) yang menyebutkan bahwa dalam satu penelitian
tidaklah perlu mencari keseluruhan hubungan variabel yang ada. Sedangkan
menurut penulis, berbagai variabel dalam hasil penelitian yang disebutkan dapat
dikategorikan atas variabel yang pengaruhnya bersifat langsung dan variabel yang
pengaruhnya tidak bersifat langsung terhadap factor-faktor yang searah atau dapat
dinilai sebagai factor yang mempengaruhi kemampuan Aparatur dalam pengelola
sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tengah.

Penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang
Nomor 33 Tahun 2004 mengandung konsekuensi perlunya aparatur/birokrasi yang
kuat sehingga keberadaan aparatur pemerintah daerah diharapkan akan mampu
memainkan peran sebagai pemikir, perencana, pelaksana sekaligus pengawas
jalannya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang
merupakan fungsi pemerintah.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui factor manakah
yang paling dominan dari faktor koordinasi, faktor motivasi seorang dan faktor
penempatan pegawai Dinas Pendapatan, pengelola keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Maluku Tengah dalam mengelola pendapatan asli daerah.

Kiranya perlu diakui bahwa membaiknya persepsi mayarakat terhadap suatu
objek tertentu termasuk halnya pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Maluku Tengah ataupun terkait dengan kemampuan aparatur Dinas Pendapatan,
pengelola keuangan dan Aset daerah, kiranya dapat dipengaruhi oleh beberapa
variabel. Namun, dengan bersandarkan pemikiran pada pendapat Lawless dalam

Niga (1999, 31) menyatakan bahwa dalam suatu penelitian tidaklah perlu mencari
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keseluruhan hubungan variabel yang ada. Maka dalam penelitian ini permasalahan
pokok yang penulis rumuskan vyaitu faktor-faktor apakah yang mempengaruhi
Kemampuan Aparatur dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas
Pendapatan, pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah?
kemudian diukur melalui beberapa indikator yang penulis nilai ada relevansinya.

Faktor ini selanjutnya diukur dengan menggunakan indicator-indikator, antara
lain;

a. Terencananya rapat kerja secara intensif

b. Terlaksananya rapat kerja antara pimpinan dan bawahan sesuai rencana

c. Pelaksanaan pekerjaan sesuai pedoman kerja yang tersedia

d. Terbina kerja sama yang harmonis antara unit kerja

Koordinasi memiliki peranan yang penting di dalam proses pencapaian tujuan
organisasi. Pengertian koordinasi secara umum mengandung arti bahwa dalam
setiap tindakan adanya saling hubungan dan keterkaitan antara satu sama lain.
Sebagaimana ditegaskan oleh Soewarno Handayaningrat (1982 : 117) bahwa
koordinasi sebagai usaha menyatakan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja
(unit-unit) organisasi, sehingga organisasi merupakan suatu kesatuan yang bulat,
guna melancarkan atau melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai
tujuannya.

Selain itu, koordinasi menurut Sugandha (1987 : 12) adalah penyatupaduan
gerak dari seluruh potensi dari unit-unit organisasi atau organisasi-organisasi yang
berbeda fungsinya agar secara nyata benar-benar mengarah pada sasaran yang

sama guna memudahkan pencapaian tujuan dengan efisien.

46



ISSN 1907-9893 Populis, Volume 10 Nomor 2 Oktober 2016

Pentingnya koordinasi disini dijelaskan oleh Soewarno Handayaningrat (1982 :
119) sebagai berikut :

1) Koordinasi yang baik akan mempunyai efek adanya efisiensi terhadap
organisasi tersebut.

2) Koordinasi mempunyai efek terhadap moral dari organisasi itu, terutama
yang berhubungan dengan peraturan kepemimpinan.

3) Koordinasi mempunyai efek terhadap perkembangan dari personal di
dalam organisasi.

Sebaliknya suatu organisasi yang melakukan pembagian kerja tanpa koordinasi
akan berakibat masing-masing bagian atau unit berjalan sendiri tanpa adanya
kesatuan arah dan keadaan ini jika dibiarkan berlangsung terus menerus dapat
menyebabkan tujuan tidak akan tercapai. Sedangkan menurut Nanik Suwarti (2002)
koordinasi dapat dikonsepsikan sebagai proses penyatupaduan gerak dari seluruh
potensi, dari unit-unit organisasi atau organisasi-organisasi yang tugas dan
fungsinya berbeda dalam rangka menciptakan suatu kesatuan tindakan didalam
mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan.

C. PENUTUP
1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan terkait dengan
menjawab permasalahan pokok maka berikut ini akan disampaikan beberapa

kesimpulan sebagai berikut :

a. Mayoritas responden menjawab bahwa dalam pelaksanaan tugas faktor
koordinasi antar unit-unit kerja terkait berada pada posisi kurang. Hal ini

nampak pada jawaban mayoritas responden terhadap sub-sub indikator
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berada pada posisi sedang, artinya : Sekalipun rapat kerja antar pimpinan
yang ada selalu melaksanakan rapat pimpinan sesuai rencana yang ada,
namun disisi lain, terkadang rapat kerja antar pimpinan yang ada kurang
terlaksana secara intensif dan belum ditindak lanjuti hasil rapat tersebur
kepada pimpinan pada level menengah kebawah dan secara rutin dapat
dilaksanakan sesuai yang disepakati sebelumnya, Hal ini berimplikasi pada
rurang terjalinya kerjasama yang harmonis antara berbagai satuan kerja
maupun dengan petugas pengelola pungutan di lapangan.

b. Terkait dengan mayoritas responden memberikan jawaban mereka
tentang faktor motivasi masih berada pada kategori kurang. Hal ini
nampak pada jawaban mayoritas responden terhadap beberapa sub
indikator seperti, pimpinan jarang memberikan pujian kepada para
pegawai yang berhasil melaksanakan tugas mereka. Masalah ini
berpengaruh pada jarangnya perhatian pimpinan untuk memberikan

penghargaan kepada para pegawai yang berprestasi.

2. Saran
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Didasarkan pemikiran pada hasil penelitian dan kesimpulannya, maka
dapat disarankan antara lain :

a. Perlu perbaikan terhadap metode kerja pungutan yang terkesan tidak
efisien seperti penugasan langsung, selambat-lambatnya dapat diterapkan
tahun depan dengan tentunya mempertimbangkan jumlah potensi
pungutan yang tersedia sehingga terhindari jumlah pendapatan lebih

rendah dari penerimaan sebagi akibat penugasan langsung.
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b. Peningkatan kemampuan aparat Dispenda dalam pelaksanaan tugas harus
mendapat perhatian yang lebih serius, sehingga mereka dapat memberikan
pelayanan yang lebih baik yang sesuai dengan tuntutan masyarakat.

c. Perlu pemberian wewenang yang lebih besar kepada Dispenda seperti
pemberian kewenangan dalam menerapkan sanksi terhadap wajib pajak
dan wajib retribusi yang secara sengaja dan tidak sengaja terlambat dalam

membayar kewajibannya.
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